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Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional dan salah
satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Seiring
dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan
terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut yang diperolen melalui kegiatan pinjam
meminjam kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang
oleh bank maupun non-bank kepada masyarakat yang pada umumnya
dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap
penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum
jaminan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang
terkandung dalam undang-undang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk
menjelaskan Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Bentuk
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dengan Jaminan Fidusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Fakta Hukum Terjadinya
Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pernah dilakukan oleh debitur yang
melanggar Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia mengalihkan
kepada pihak lain, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan
Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan dimana hak
untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur wanprestasi.



KATA PENGANTAR

2SN,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai mana
mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan
Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam
kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai
menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi
syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Prodi limu
Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DEBITUR TENTANG PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DITINJAU MENURUT PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA” Penulis
menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai
pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan
terima kasih.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak
motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai
pihak. Untuk itu segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam
kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh. selaku Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. lbu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua prodi lImu Hukum dan

Bapak Riza Afrian Mustagim, S.H.l., M.H. selaku sekretaris prodi,



beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis
selama mengerjakan skripsi ini.

. Bapak Muhammad Igbal, S.E., M.M. selaku pembimbing pertama
dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.l., M.H. selaku pembimbing kedua
yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

. Ucapakn terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada
seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan
perjuangan penulis selama ini.

. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada teman-teman Iimu
Hukum Angkatan 2019, teman-teman Kabinet Sinergitas Pengurus
Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci UIN Ar-Raniry Banda Aceh
yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna Yyang dikarenakan terbatasnya pengetahuan penulis dan

pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan

yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan konstribusi yang

bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 26 Mei 2023

Penulis,

Risqullah Mahdi

Vi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang
satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan

huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
Y Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
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3 Dal d De

3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
D Ra r er

D Zai z zet

o Sin S es

8= Syin sy es dan ye

o= Sad s es (dengan titik di bawah)
U= Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
& "ain koma terbalik (di atas)

¢ Gain g ge

- Fa f ef

A Qaf q ki

Bl Kaf k ka

J Lam I el

N Mim m em

o Nun n en

B) Wau w we

A Ha h ha
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Hamzah

apostrof

Ya

ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1.

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
Z Fathah a a
- Kasrah i i
: Dammah u u
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
i Fathah dan ya ai adanu
5. Fathah dan wau | au adanu




Contoh:

e K kataba

e (= faala

o & suila

o <X  kaifa

e U haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab | Nama Huruf Nama
Latin
s Fathah dan alif atau ya | a a dan garis di atas
... Kasrah dan ya 1 I dan garis di atas
5. Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
o G qala

o () rama
o J8 il

o Ui yaqilu




D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
o Jik¥1ik};  raudah al-atfal/raudahtul atfal
e 55l iixll  al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
o il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

e U3 nazzala
o 5 al-birr
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F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J!, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1.

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

661”

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa

sempang.
Contoh:

e &% ar-rajulu

al-galamu

o il asy-syamsu
o P&l al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh:

2w
[ ] e

ta’khuzu

syai’un
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e :3  an-nau’u

o inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh:
o GiE)5N A A ) Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
o L) 5l pak dl Al Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya.
Contoh:
o Ohallall &y daall Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
o il il Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
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disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

o a) )3 d Allaahu gafiirun rahim

o Liad 53V Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan

pedoman tajwid.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional
dan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. memerlukan dana
yang besar, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat
pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui
kegiatan pinjam meminjam kredit.

Peningkatan kebutuhan barang dan jasa yang terjadi dalam kehidupan
baik pada bidang usaha maupun pada bidang rumah tangga. Bidang rumah
tangga memerlukan barang dan jasa untuk keperluan keluarga sehari-hari,
sedangkan pada bidang usaha memerlukan barang dan jasa untuk digunakan
dalam proses operasional usaha. Keperluan barang dan jasa tersebut pada
masa Yyang akan datang diperkirakan akan terus meningkat karena
pertumbuhan ekonomi dan betambahnya jumlah penduduk. karena semakin
tinggi pertumbuhan ekonomi maka aktivitas operasional usaha juga akan
semakin tinggi, sehingga barang dan jasa yang diperlukan juga meningkat.
Begitu juga semakin bertambahnya jumlah penduduk maka keperluan barang
dan jasa pada rumah tangga juga akan semakin tinggi.

Kenaikan keperluan barang dan jasa dalam masyarakat tidak selalu
searah dengan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat, sehingga selalu
terjadi ketimpangan antara kemampuan finansial dengan kebutuhan finansial
untuk memenuhi berbagai keperluan. Para pelaku usaha maupun rumah
tangga tidak selalu dapat memenuhi keperluannya dengan membeli secara

tunai, padahal sering terjadi bahwa barang dan jasa tersebut sangat mendesak



untuk digunakan karena membawa manfaat ekonomi berupa efisiensi dan
efektifitas, masyarakat berupaya memenuhinya dengan membeli secara
kredit. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa secara kredit pun semakin hari
semakin popular di kalangan masyarakat, karena terdapat anggapan bahwa
kredit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atau memperluas usaha,
bahkan terdapat banyak usaha masyarakat yang muncul hanya dengan
memanfaatkan fasilitas kredit dengan modal sendiri yang relatif kecil.*
Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank
maupun non-bank kepada masyarakat yang pada umumnya dengan
penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan
jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.?
Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah
jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan, jaminan fidusia banyak
dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan
kepada yurisprudensi akan tetapi sekarang jaminan fidusia sudah diatur
dalam undang-undang tersendiri, jaminan fidusia adalah bagian dari salah
satu konsep perikatan/perjanjian, di mana dalam pelaksanaan jaminan fidusia
salah satu syarat agar perjanjian itu sah secara hukum adalah 2 pihak yang
sama-sama sepakat pada perjanjian yang telah disepakati, konsep dasar
tersebut dijelaskan secara umum dalam hukum perdata pada pasal 1320
KUHPerdata yaitu tentang syarat sah perjanjian yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

!Gatot Supramono, “Perbankan dan Masalah Keredit”, (Gramedia Pustaka, 2012),
him. 53.

M. Bahsan, “Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia”,
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), him. 70.



4. Suatu sebab yang halal.®

Lembaga jaminan fidusia mengizinkan kepada para pemberi fidusia
untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha
yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam
hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara
yuridis atau yang dikenal dengan istilah constitutum possessorium. Pada
awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan
benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan
(inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan
bermotor. Namun dengan semakin berkembang dan bertambahnya
kebutuhan pada usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur
yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia
ini pemerintah indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan
jaminan yang tidak teratasi dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum
berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia ke dalam Undang-Undang
Jaminan Fidusia).

Pemberian jaminan fidusia ini-merupakan perjanjian yang bersifat
accessoir (perjanjian ikutan) dari suatu perjanjian pokok sebagaimana
disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun
1999. Namun menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan
bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notaris tidaklah cukup, tetapi
harus didaftarkan. Akta notaris adalah akta otentik dan dapat merupakan
utorial akta, untuk itu bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan
fidusia tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, dan juga tidak ada

pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai

3https://Isc.bphn.go.id/konsultasiView.Syaratsahnyasuatuperjanjiandapat,4. Suatuse
babyanghalal. (diakses tanggal 30 November 2022).


https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView.Syaratsahnyasuatuperjanjiandapat,4.Suatusebabyanghalal
https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView.Syaratsahnyasuatuperjanjiandapat,4.Suatusebabyanghalal

siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia serta bagaimana jika
eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, padahal benda jaminan
fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya,
penerima fidusia juga dalam penerapan pada saat berada dilapangan sangat
sulit melaksakan asas droit de suite.

Kendala-kendala tersebut diperburuk dengan tindakan praktik
penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain pihak kreditur hanya
berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, ada juga yang lain berhenti
pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran
fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum
dalam masyarakat. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum
sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum,
seandainya pada saat dilapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan oleh
pihak debitur yang sering melakukan wanprestasi.*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia (UUJF) memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam
penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan
kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di
tangan atau di bawah penguasan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang

atau debitur.®

“Anita Lydia, “Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", (Skripsi),
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur Surabaya tahun
2012, him. 3-6.

SGunawan Widjaja, Ahmad Yani, “Jaminan Fidusia”, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2000), him. 78.



Ketika seseorang yang menjaminkan barangnya dengan jaminan
fidusia, dalam praktiknya terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh
debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak kreditur dan tidak
didaftarkannya jaminan fidusia, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan
fidusia merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai
publisitas sehingga konsekuensi dari melanggar asas tersebut adalah terkait
hal perlindungan hukumnya. Salah satu wujud dari pemberian kepastian
hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran
fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin
kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.

Namun fakta hukum yang terjadi pada kasus pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa sepengetahuan Kreditur tersebut beberapa kali terjadi,
pada saat perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan
pembayaran yang sudah sama-sama disepakati dalam yang telah waktu
ditentukan bersama, namun pada kenyataannya masyarakat setelah
perjanjian kredit itu berjalan, ada sebagian dari beberapa masyarakat yang
melakukan kejahatan dengan tidak melakukan pembayaran untuk angsuran
kendaraan tersebut, bahkan ada masyarakat yang menjual, menggadaikan,
dan menyewakan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemberi
kredit tersebut. Padahal perbuatan tersebut sudah melanggar Pasal 23 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang
berbunyi:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Penerima Fidusia.®

SPasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia juga diatur dalam pasal
36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang
berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).’

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat isu hukum yang perlu

dianalisis yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur

Tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Menurut Pasal 23

Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dengan
Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan
Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang

Jaminan Fidusia.

"Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur
Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik
Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada
Kantor Pegadaian Syari’ah Unit Terban Yogyakarta)". Skripsi tersebut
disusun oleh Siti Fatimah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Skripsi
tersebut membahas Praktik jaminan fidusia yang diterapkan pada salah
satu produk Pegadaian Syari‘ah cabang Terban, yang membedakan
adalah praktik jaminan fidusia dilembaga keuangan non-bank tersebut
menggunakan 2 peraturan yaitu UU No. 42 Tahun 1999 dan juga PP No
21 Tahun 2015, dan skripsi tersebut tidak membahas kasus pengalihan
objek jaminan fidusia melainkan membahas proses awal nasabah
melakukan pengajuan pinjaman hingga akirnya proses pendaftaran
jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran ke kantor
pendaftaran jaminan fidusia semua telah diatur oleh notaris yang
membuat akta jaminan fidusia, untuk notaris yang membuatkan akta
jaminan ialah telah dipilih langsung oleh pihak Pegadaian syari‘ah untuk
memudahkan nasabahnya.®

2. Skripsi yang berjudul “Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan

Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur

8Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jaminan Fidusia Di
Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syari’ah Unit Terban
Yogyakarta)”, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020.



(Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr Dan Putusan Nomor :
17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)". Skripsi tersebut disusun oleh Ridwan Januar
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Skripsi tersebut membahas
Penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh
debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dilakukan melalui dua cara,
yang pertama adalah dengan melalui jalur nonlitigasi yaitu dilakukan
secara kekeluargaan antara pihak kreditur dan debitur dengan cara
mediasi  untuk  menyelesaikan = permasalahan tersebut. Yang
membedakan adalah apabila penyelesaian dengan cara kekeluargaan
tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kreditur dapat
mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan
Hukum Acara Perdata pada umumnya. Seperti yang dilakukan oleh
kreditur pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan pada perkara nomor:
17/PDT.G/2013/PN.Psr yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Pasuruan terhadap debiturnya yang telah lalai melakukan
kewajibannya dan dinyatakan wanprestasi/cidera janji. Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga memuat adanya
sanksi pidana bagi debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan
fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur, ketentuan sanksi pidana. Ini
berarti proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia melalui
pengadilan dapat juga dengan cara melaporkan debitur yang telah
mengalihkan objek jaminan fidusia ke polisi sebagai delik pidana.

Seperti yang dilakukan oleh kreditur dalam putusan Pengadilan Negeri



Purworejo perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr yang melaporkan
debiturnya yang mengalihkan objek jaminan fidusia ke polisi.®

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan
Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus Di Pt.
Pegadaian(Persero) Pasar Butung Makassar)". Skripsi tersebut disusun
oleh Nurul Fadila Rusli Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Bosowa Makassar 2022. Skripsi tersebut membahas Kedudukan hukum
objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak debitor menjadi lemah
oleh karena PT. Pegadaian hanya mendaftarkan sebagian jaminan
fidusia, sehingga pihak debitor dapat mengalihkan objek jaminan fidusia
yang tidak didaftarkan. PT. Pegadaian sendiri telah melakukan
pedaftaran sesuai dengan ketentuan UUJF, tetapi PT. Pegadaian tidak
melakukan' pendaftaran jaminan fidusia secara keseluruhan dalam
pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dengan pertimbangan biaya
ataupun Kkerugian yang akan didapatkan oleh debitor, sehingga
kedudukan hukum objek jaminan fidusia tersebut mempunyai
kelemahan hukum dalam arti kurang mendapat perlindungan hukum
bagi kreditor dan juga dalam hal eksekutorial. Yang membedakan
adalah penerapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh
pihak PT. Pegadaian dalam kasus ini telah terealisasi dengan metode
penyelesaian non-litigasi yang dimana mencakup diantaranya negoisasi
dan mediasi antara pihak PT. Pegadaian, nasabah, dan pihak ketiga.
Adanya upaya negoisasi dan mediasi tersebut yaitu dengan upaya

menggantikan objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ke-tiga

°Ridwan Januar, “Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh
Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor :
15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr Dan Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)", (Skripsi), Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018.
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dengan benda milik debitor yang nilainya setara dengan objek jaminan
yang sudah dialihkan. PT.Pegadaian mempunyai hak kebendaan atas
objek jaminan fidusia di manapun bendanya berada.°

4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berhutang
Atas Objek Jaminan Yang Dialihkan Oleh Pihak Berpiutang Tanpa
Sepengetahuan Pemilik Dihubungkan Dengan Buku Il Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata”. Skripsi tersebut disusun oleh Fitrianti
Sukmawati Ganjar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Bandung 2022. Skripsi tersebut membahas Pengalihan atas objek
jaminan milik pihak berhutang kepada pihak berpiutang tanpa
sepengetahuan pemilik dihubungkan dengan Buku 111 KUHPerdata,
yang membedakan adalah peralihan hak atas tanah merupakan
perbuatan “hukum yang bermaksud guna melakukan perpindahan
terhadap hak milik atas tanah kepada pihak yang lain. Peralihan hak
atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dengan Akta
Jual Beli. Dalam hal pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh
pihak berpiutang ini terjadi karena ada Akta Jual Beli yang
ditandatangani oleh pihak berhutang dengan pihak berpiutang tanpa
sepengetahuan pihak berhutang namun eksistensi Akta Jual Beli tersebut
mengalami cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu
perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata
yang mana akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat
objektif artinya akibat hukum dari akta tersebut batal demi hukum.

Dalam pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh pihak berpiutang

ONurul Fadila Rusli, “Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang
Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus Di Pt.Pegadaian(Persero) Pasar Butung Makassar)",
(Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2022.
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ini memberikan kerugian secara materiil bagi pihak berhutang karena
pihak berpiutang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga
pihak berhutang sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang tepat bagi
pihak berhutang yaitu dengan mengajukan pembatalan Akta Jual Beli
tersebut ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh pihak berpiutang. Perbuatan yang dilakukan
oleh pihak berpiutang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mana
penjelasan tersebut mewajibkan adanya pemberian ganti rugi kepada
pihak yang telah dirugikan. Dengan demikian, pihak berhutang dapat
menuntut ganti rugi kepada pihak berpiutang.*

5. Jurnal Krisna Law Volume 3, Nomor 2 yang berjudul "Penerapan
Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi
Kasus Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)”. Jurnal tersebut
disusun oleh Iftihar Hidayat, Firman Wijaya, dan Folman P. Ambarita.
mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada
tahun 2021. Di dalam jurnal tersebut penelitian membahas
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan objek jaminan fidusia
tanpa persetujuan dari penerima fidusia adalah tidak terlepas dari tiga
unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur
adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur
tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila

pelaku tindak pidana memenuhi tiga unsur utama tersebut serta telah

UFitrianti Sukmawati Ganjar, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berhutang Atas

Objek Jaminan Yang Dialihkan Oleh Pihak Berpiutang Tanpa Sepengetahuan Pemilik
Dihubungkan Dengan Buku lii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi), Fakultas
Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2022.
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memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, yakni unsur setiap orang; unsur mengalihkan,
menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan
atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan
fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia, maka pelaku
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 36 Undang-Undang tersebut. Yang membedakan adalah alasan
penghapus kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) diatur dalam Pasal 44 terkait tidak mampu bertanggung jawab,
Pasal 48 terkait daya paksa, Pasal 49 pembelaan terpaksa yang
melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) melaksanakan Perintah Jabatan
Tidak Sah dengan Itikad Baik. Dalam diri pelaku tidak ditemukan
alasan-alasan yang menghapus kesalahan tersebut diatas, sehingga
pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam
Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks terkait unsur-unsur pasal
yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa
telah memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu unsur setiap orang; unsur
mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi

objek jaminan fidusia; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan
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tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).1?

E. Penjelasan Istilah
1. Perlindungan Hukum
Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau usaha
untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
keteraturan dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabat manusia®®
2. Debitur
Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang.'*
3. Pengalihan
Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban
peneriman fidusia dengan kreditur baru.®
4. Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Liftihar Hidayat, Firman Wijaya, dan Folman P. Ambarita, "Penerapan Hukum
Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor
1528/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)”, Jurnal Krisna Law Fakultas Hukum Universitas
Krisnadwipayana Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.

13Setiono, “Supremasi Hukum”, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

14 Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.

15 pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.
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yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya'®

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang segala sesuatu
diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini
dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan
diperoleh keabsahan data dan dapat mempermudah dalam melakukan
penelitian terhadap suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif ini merupakan jenis
penelitian hukum yang membahas tentang sistematika hukum atau peraturan
perundang-undangan, mengkaji teori-teori dan asas-asas hukum.’
2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum
normatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-
undang, serta teori-teori hukum yang terikat. Dan penulis menggunakan
teknik analisis data kualitatif.'

3. Sumber Data

%pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.

"Soerjono  Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas
Indonesia, 2014), him. 1-2.

8Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rajawali Pers,
2006), him. 118.
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a. Data primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain:*°
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
3. Pasal 6 angka 10 a butir 5) Peraturan Direktur Jenderal kekayaan
Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang
4. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukkum Perdata
b. Data Sekunder
Data sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum
primer. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur
yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, dan
jurnal untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh hasil yang
valid.
c. Data tersier
Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk bahan hukum
primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
kamus hukum dan melalui pencarian internet.
4. Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah
penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi kepustakaan,

yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan

¥Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum™’ (Jakarta: UI-Perss, 2007),
him. 52.
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informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.
Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian,
tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan

sumber tertulis dan elektronik lainnya.?°

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara
sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu
rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan pembahasan landasan teori Tinjauan Tentang
Perlindungan Hukum dan Landasan Hukum, Objek Yang Menjadi Jaminan
Fidusia, Hapusnya Jaminan Fidusia, Akibat Hukum Apabila Debitur
Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur
Dalam Perjanjian Kredit, Perbedaan Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai,
Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Bagi Jaminan
Fidusia.

Bab Tiga, merupakan penjelasan dari penelitian Fakta Hukum
Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 23 ayat 2

Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Bentuk Perlindungan Hukum

Nazla Khairina, “Pelanggaran Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian
Dengan Jsminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undand-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia)”, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniri Banda Aceh 2018, him. 14.
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Terhadap Debitur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan

saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
JAMINAN FIDUSIA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Landasan Hukum
1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk meyakinkan saksi atau korban, perlindungan
hukum terhadap kejahatan terhadap korban kejahatan dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian restitusi, ganti kerugian,
pelayanan medis dan bantuan hukum. Istilah perlindungan hukum
dikenal dalam bahasa Inggris sebagai legal protection, tetapi dalam
bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechts bescherming.

Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat bertujuan
untuk mempersatukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan
masyarakat yang biasanya sering bertentangan satu sama lain. Oleh
karena itu dengan hadirnya hukum dalam masyarakat dengan segala
perangkatnya diharapkan dapat mempersatukan sehingga berbagai
perbedaan yang ada dapat diminimalkan.

Konsep perlindungan hukum " pertama kali dikemukakan oleh
Satjipto Rahardjo, seorang guru besar, dosen, dan juga merupakan
seorang aktivis hukum di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa
perlindungan hukum adalah upaya mengayomi hak dasar manusia yang
disalahgunakan oleh pihak lain dan perlindungan itu ditujukan untuk

masyarakat agar semua hak yang disediakan dapat dinikmati.?

21Ade Rizki Nurliana Harahap, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, “Perlindungan
Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara”, (Jawa
Tengah : PT. Nasya Expanding Management, 2022), him. 15.
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Menurut C.S.T. Kansil, pengertian perlindungan hukum adalah
beraneka macam upaya hukum yang wajib diberikan aparat penegak
hukum guna memberikan rasa aman, secara fisik maupun psikis dari
berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.?

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut pandangan Muchsin terhadap pengertian perlindungan
hukum adalah kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan cara
menyelaraskan antara kaidah dengan sikap serta tindakan dalam dalam
mewujudkan ketertiban dalam _pergaulan hidup manusia. Beliau
membedakan perlindungan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan ~upaya perlindungan hukum dari negara kepada
rakyatnya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Upaya tersebut
tertuang dalam peraturan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya
pelanggaran terhadap = sesuatu yang melawan hukum dengan
menyampaikan pemahaman mengenai batasan apa yang diperbolehkan
dan batasan apa yang tidak diperbolehkan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan upaya perlindungan hak asasi manusia yang terakhir
berupa pemidanaan seperti membayar denda, penjara, dan hukuman
tambahan jika telah terjadi pelanggaran.

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Philipus M. Hadjon yang
berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, dalam buku
tersebut dijelaskan bahwa ada dua macam fasilitas perlindungan hukum,
yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum yang bersifat Preventif

2|bid.
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Mengenai sarana perlindungan, subjek hukum memiliki kesempatan
untuk mengajukan keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal
perlindungan hukum, pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam
mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Belum ada peraturan khusus
yang mengatur tentang perlindungan hukum secara preventif di
Indonesia.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum mempunyai tujuan untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi. Asas perlindungan hukum mengacu pada
prinsip dasar suatu negara hukum dan juga konsep pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia.?

3. Landasan Hukum

Kata landasan dalam hukum berarti mendasari atau titik tolak,
landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai pijakan dan
titik tolak dalam melakukan kegiatan tertentu.?*

Terdapat beberapa Landasan Hukum yang mengatur tentang Jamina
Fidusia agar transaksi Fidusia dapat dilakukan dengan baik dan benar
diantaranya yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Akta

2|bid, him. 17.
2Effrata, "Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia™, Jurnal Ilmu Pendidikan,
Vol. 08, No. 02 Tahun 2021. him. 115.
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Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000
tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap
Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 tentang Pembukaan Kantor
Pendaftaran jaminan Fidusia.

6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.MH-02.KU.02.02. Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat,
Fidusia dan Kewarganeraan pada kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.?®

B. Objek Yang Menjadi Jaminan Fidusia

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hanya dalam kasus yang
sangat khusus, pada satu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan
lebih dari satu fidusia, yaitu dalam hal pinjaman konsorsium (atau
sindikasi). Namun dengan demikian, perlu diperjelas objek mana yang bisa
menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan tersebut antara lain dimuat dalam
Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan
Fidusia.?® Objek adalah objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

a. Objek tersebut harus dimiliki dan dialihkan secara sah

b. Bendanya berwujud

M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol.
3 No. 2 Tahun 2016, him. 78.

26Munir Fuady, “Jaminan Fidusia”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him.
22.
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c. Bisa juga untuk benda tidak berwujud (aset perusahaan, utang-
piutang).
d. Benda bergerak
e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak bergantung
f. Baik untuk hal yang sudah ada maupun untuk hal yang akan terjadi
diperoleh kemudian. Dari segi objek yang akan diperoleh maka tidak
diperlukan akta pembebanan fidusia sendiri
Bisa pada satu unit atau jenis objek
Bisa juga untuk lebih dari satu jenis atau satuan objek
i. Termasuk hasil benda yang telah menjadi benda fidusia
j. Ini juga termasuk hasil klaim asuransi dari objek yang menjadi objek
jaminan fidusia
k. Barang inventory (inventory, trading stock) juga bisa obyek jaminan
fidusia.?’
C. Hapusnya Jaminan Fidusia
Mengenai hapusnya jaminan fidusia, telah diatur dalam Pasal 25
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang
menentukan peristiwa yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia yaitu:?3
a. Menghilangkan hutang yang dijamin oleh fidusia
Hal ini sesuai dengan sifat jaminan fidusia yang bersifat ikutan atau
pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian
hutang artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung pada perjanjian
utang piutang. Jadi jika hutang sudah lunas, maka perjanjian kredit atau

akad kredit berakhir sehingga jaminan fidusia secara otomatis keberadaan

?’Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R, “Upaya Perubahan
Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia”, Jurnal Perspektif
Hukum, Vol. 15, No. 2, Tahun 2015, him. 153.

ZBSunarto, “Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank” (Bandung : Alfabeta,
2004), him. 223.
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atau keberadaannya tergantung pada perjanjian kredit atau perjanjian
hutang juga dihapus.?°

Penghapusan utang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya
karena ada pelunasan hutang atau penawaran pembayaran tunai yang diikuti
oleh penyimpanan, perpanjangan utang, ganti rugi, perjanjian campuran
hutang, hutang, keringanan hutang dan lain-lain. Penghapusan jaminan
fidusia yang  menjadi  sebab  penghapusan  utang  karena
pembayaran/pelunasan utang adalah cara yang paling umum. Adanya
pelunasan utang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kreditor.
Penghapusan utang mengakibatkan penghapusan jaminan fidusia sebagai
hak pengakses.*

b. Pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur)

Kreditor sebagai penerima fidusia dapat melepaskan jaminan fidusia
berarti kreditur tidak lagi menginginkan benda itu jaminan fidusia menjadi
jaminan kembali, misalnya karena penggantian jaminan sehingga jaminan
lama dihapuskan. Penghapusan jaminan fidusia karena dilepaskan oleh
kreditur sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan pernyataan atau
pernyataan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur atau fidusia.
Pernyataan tertulis dari kreditur - ini- diperlukan sebagai bukti untuk
melakukan roya (pencoretan) jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran
Fidusia sehingga beban jaminan fidusia menjadi beban objek menjadi bebas
kembali.3!

c. Penghancuran benda-benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Benda jaminan fidusia berupa benda bergerak yang berwujud,

benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak berwujud, terutama

bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Ketika objek

2Ibid.
*Ibid.
bid.
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adalah objek jaminan fidusia musnah karena misalnya kebakaran, hilang
dan sebab-sebab lain, maka jaminan fidusia akan hapus. Jika benda yang
menjadi objek jaminan fidusia itu diasuransikan maka objeknya musnah
maka dengan musnahnya obyek tidak menghapus klaim asuransi. Dengan
demikian hak asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda fidusia
yang dimusnahkan sebagaimana sumber pelunasan utang debitur. Harus
dipahami bahwa dengan pemusnahannya obyek jaminan fidusia tidak
mengakibatkan hapusnya obyek jaminan fidusia tidak mengakibatkan utang
yang dijaminkan, debitur tetap mempunyai kewajiban membayar utang
sesuai perjanjian/perjanjian kredit utang. Penghapusan jaminan fidusia tidak
menimbulkan suatu perjanjian pokok tetapi hapusnya perjanjian kredit
mengakibatkan hapusnya perjanjian itu jaminan fidusia.*?
D. Akibat Hukum Apabila Debitur Melakukan Pengalihan Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian

Kredit
Dalam suatu perjanjian ‘apapun, kedua belah pihak saling

mengikatkan diri _untuk melaksanakan ‘sesuatu yang telah disepakati
(prestasi). Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan salah
satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Pencapaian
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur
dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian
maupun dari undang-undang.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, wujud suatu prestasi adalah
memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Terkadang
prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, hal ini
disebabkan:

#|bid.
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a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun lalai disebut
wanprestasi.

b. Karena keadaan terpaksa, yaitu di luar kemampuan debitur yang
disebut juga overmacht.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa
debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia wajib memenuhi prestasi.
Secara a contrario dapat dikatakan bahwa jika debitur atau kreditur tidak
memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan, maka salah satu pihak dapat
dikatakan wanprestasi. Perhatian utama dalam masalah Jaminan Fidusia
adalah wanprestasi debitur. Dalam hukum  perjanjian, jika debitur tidak
memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang diperjanjikan,
maka debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Apabila dalam perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah
diperjanjikan karena kesalahannya, maka dapat dikatakan debitur telah
melakukan wanprestasi. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan dan
kurang tercapai, lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian
dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini
mempunyai akibat hukum, yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut
pelaksanaan prestasi atau akibat lain yang diatur dalam perjanjian (ganti
rugi).

Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, yaitu
dengan mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan barang
inventaris kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.
Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi, kreditur dapat
menarik kembali barang-barang Jaminan Fidusia yang akan dijual untuk
menutupi utang debitur. Perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan

hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan
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debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia
kepada kreditur agar dapat dijual.

Dalam pemberian kredit oleh Bank, kreditur membolehkan atau
mempercayakan kepada debitur untuk tetap dapat menggunakan agunan
agar dapat digunakan sesuai fungsinya. Namun selama menggunakan
agunan, debitur dituntut untuk dapat memeliharanya dengan sebaik-baiknya.
Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang
Jaminan Fidusia, yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini pemberi jaminan
fidusia yang masih menguasai objek jaminan harus beritikad baik (te goeder
troow, itikad baik). Asas itikad baik di sini memiliki makna subjektif
sebagai kejujuran, bukan makna objektif sebagai kesusilaan seperti dalam
hukum perjanjian. Dengan asas tersebut diharapkan pihak pemberi Jaminan
Fidusia wajib memelihara objek jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan
dan menggadaikannya kepada pihak lain. Selain itu, Undang-Undang
Jaminan Fidusia dengan jelas mengatur bahwa debitur juga dilarang
mengalihkan benda Jaminan Fidusia yang bukan barang inventaris kepada
pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.3?

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kepada pihak lain benda yang manjadi objek jaminan fidusia yang tidak
merupakan banda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dan penerima fidusia”.

Hukuman bagi yang melanggar pasal 23 ayat (2) tersebut adalah

pidana yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia:

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau
dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika
hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian
jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit

3Tan, Kamello, “Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan”,
(Bandung: Alumni, 2003) him. 170.
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Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.-
(seratus juta rupiah).”
Dalam praktiknya, seringkali debitur tetap mengalihkan objek

Jaminan Fidusia yang bukan merupakan barang inventaris kepada pihak
ketiga tanpa persetujuan kreditur. Salah satu faktor penyebabnya adalah
karena debitur membutuhkan dana untuk membayar cicilan kredit setiap
bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan pengalihan objek
Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit Bank tidak lepas dari
memperhatikan karakteristik Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan yang
diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Hak milik menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan adalah hak
mutlak atas suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan
langsung atas suatu benda dan dapat dibela terhadap siapapun. Ciri-ciri hak
kebendaan dan hak perorangan adalah:

1. Hak kebendaan adalah hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap
siapapun.

2. Hak kebendaan memiliki Zaaksgevolg (hak penuh atas sesuatu benda)
atau Droit de suite (mengikuti-hak), artinya hak tersebut tetap mengikuti
benda itu dimanapun (di tangan siapapun) ia berada. Hak itu terus
mengikuti orang yang memilikinya. Sedangkan hak perorangan tidak
demikian, hak perorangan hanya dapat melaksanakan (membela) hak
tersebut terhadap seseorang, dengan peralihan hak atas benda itu
kemudian hilang, maka hak perorangan itu berhenti.

3. Sistem yang terkandung dalam hak kebendaan adalah bahwa yang
terjadi lebih dahulu adalah yang lebih tinggi tingkatannya daripada yang
terjadi kemudian adalah sama tingkatannya, dalam hak perorangan tidak
ada yang lebih rendah atau lebih tinggi tingkatannya.

4. Hak kebendaan mempunyai Droit de preference (hak yang mendahului),

vruchtgebruik (hak pakai hasil) dapat dilaksanakan terhadap siapa saja,
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tidak terpengaruh oleh faillissement. Tidak demikian halnya dengan hak
perseorangan, dalam hal terjadi kepailitan, orang yang mempunyai hak
perseorangan membagikan sisa hartanya menurut porsinya masing-
masing menurut perimbangan dengan jumlah hak perseorangannya.

5. Gugatan hak kebendaan disebut gugatan kebendaan dan gugatan dapat
dilakukan terhadap siapa saja yang mengganggu haknya. Dalam hak
perorangan ini, orang hanya dapat mengajukan gugatan kepada pihak
lawan (wederpartij).®*

Asas droit de suite merupakan bagian dari peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas materi.
Jaminan Fidusia bersifat droit de suite, artinya Jaminan Fidusia mengikuti
benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di tangan siapapun
benda itu. Namun, karakteristik tersebut dikecualikan untuk objek Jaminan
Fidusia yang berupa objek inventaris. Sifat droit de suite dapat dicontohkan,
benda Jaminan Fidusia berupa mobil, bus atau truk yang pemilik bendanya
dijual kembali kepada pihak lain, jadi dengan sifat droit de suite apabila
debitur wanprestasi maka kreditur sebagai penerima fidusia tetap dapat
mengeksekusi objek jaminan mobil, truk atau bus meskipun debitur telah
menjual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jadi penjualan objek
Jaminan Fidusia oleh pemilik objek tidak menghilangkan hak kreditur untuk
mengeksekusi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pengakuan asas droit de suite bahwa hak atas jaminan fidusia
mengikuti benda yang ada di tangan siapapun benda itu, memberikan
kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari

penjualan benda Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi. Jadi,

34Sri Soedewi, Masjchoen, Sofyan, “Hukum Benda”, (Yogyakarta: Liberty, 1981), him.
24,
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kepastian hukum atas hak tersebut tidak hanya pada saat obyek Jaminan
Fidusia masih berada dalam kekuasaan debitur, tetapi juga pada saat obyek
Jaminan Fidusia telah beralih atau berada dalam kekuasaan pihak ketiga.

Maka berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan
Fidusia dan asas droit de suite dimana hak tetap mengikuti benda yang ada
di tangan siapa pun benda itu, maka apabila debitur mengalihkan benda
Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga, maka sah Akibat akan timbul apabila
kreditur mempunyai hak atau kuasa memaksa untuk menarik kembali obyek
jaminan fidusia dari pihak ketiga dengan cara mengeksekusinya.

Pelaksanaan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29-34 Undang-
Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan pelaksanaan Jaminan
Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia karena debitur wanprestasi atau tidak tepat waktu memenuhi
prestasinya kepada kreditur. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah
ditentukan cara untuk mengeksekusi Jaminan Fidusia adalah dengan
melakukan titel eksekutorial, eksekusi parate, dan menjual objek Jaminan
Fidusia di bawah tangan. Dalam hal barang jaminan dijual secara pribadi,
undang-undang menetapkan bahwa harus dilakukan setelah lewat waktu
satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau
penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam
surat kabar yang beredar di daerah. khawatir.

Dalam pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia yang
dimaksud dengan titel eksekutorial (atas dasar hak eksekusi) yaitu tulisan
yang mengandung persamaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan,
yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan verkoop
eksekutorial sita. lelang tanpa hakim perantara. Berdasarkan pasal 15 ayat 1
dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Sertifikat

Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
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putusan penangkapan ikan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
kreditur sebagai penerima fidusia berhak untuk melakukan suatu titel
eksekutorial atas objek Jaminan Fidusia dengan menggunakan Sertifikat
Jaminan. Fidusia apabila debitur wanprestasi atau wanprestasi dan kreditur
juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia dengan persetujuan pemberi fidusia atau dengan bantuan pengadilan
negeri.®

Eksekusi parate adalah eksekusi yang dilakukan oleh pemegang hak
tanggungan tanpa bantuan atau intervensi dari pengadilan agar prosedurnya
lebih mudah dengan tujuan agar kreditur dapat memperoleh pembayaran
piutangnya dengan lebih cepat. Hal ini juga berdasarkan Pasal 15 ayat (3)
Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa apabila debitur
wanprestasi, maka kreditur sebagai penerima fidusia berhak menjual benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hak untuk
menjual benda Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri merupakan
perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan
eksekutif yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan

tersebut.36

E. Perbedaan Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur (pihak yang
memberi hutang) atas suatu barang yag bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh dibutur (pihak yang berutang), atau oleh orang lain dengan
atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur tersebut

untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari

3Andreas Albertus Andi, Prajitno, “Hukum Fidusia”, (Malang: Selaras, 2010), him.
128.
%Satjipto, Rahardjo, “IImu Hukum”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him. 54.
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pada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya
setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus
didahulukan, gadai diatur dalam Pasal 1.150 sampai dengan Pasal 1.160
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Pegadaian berhak menguasai benda yang digadaikan, tetapi tidak
berhak memiliki benda yang digadaikan, jika debitur wanprestasi dan
barang yang dijadikan jaminan hendak dijual, pegadaian tidak memerlukan
penetapan pengadilan dan tidak perlu jurusita, pegadaian dapat menahan
benda yang dijadikan jaminan gadai, apabila utang pokok, bunga, dan
biaya-biaya lain belum dilunasi selama jangka waktu perjanjian tertentu
oleh pegadaian. Selain itu, debitur tidak mempunyai kuasa untuk menuntut
pengembalian benda yang digadaikan, pemberi gadai masih.-mempunyai hak
milik atas benda yang dijadikan jaminan gadai. Pegadaian atau kreditur
tidak diperkenankan memiliki atau menjadi pemilik benda yang digadaikan,
Dalam KUHPerdata tidak diatur mengenai sanksi bagi Para Pihak (Pemberi
dan Penerima Gadai).%’

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang
bergerak baik yang berwujud dapat tentang hak tanggungan yang tetap
berada di dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi
pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya, fidusia diatur dalam
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*®

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib

3’Badrulzaman Mariam Darus, “Kompilasi Hukum Perikatan”, (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 2001), him. 79.

% Satrio J, “Hukum jaminan Kebendaan”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2002), him. 7.
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didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Tata cara
pendaftaran jaminan fidusia telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam
pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi
wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur
bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminkan melalui jaminan
fidusia.

Dengan debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung
mengeksekusi benda jaminan yang dijaminkan fidusia. Karena di dalam
sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan kata ini,

maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan.®

F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Bagi
Jaminan Fidusia
1. Pengertian Rahn

3 Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan
Eksekusi)”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, VVol. 04, No. 4, Tahun 2016, him. 120-124.
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Secara etimologis, rahn berarti “menggadaikan”. Dalam bahasa
Arab, rahn juga diartikan sebagai “permanen, kekal atau abadi”.
Sedangkan arti kata “tetap, abadi atau kekal” adalah makna yang
terkandung dalam kata al-habsu yang artinya mencegah sesuatu yang
bersifat material. Arti kata rahn secara bahasa adalah “menjadikan
suatu zat sebagai perekat atau pengingat hutang”. Sedangkan menurut
syara' rahn adalah menahan sejumlah harta tertentu yang diserahkan
sebagai jaminan dalam bentuk hak, tetapi dapat dituntut kembali dengan
salinan uangnya.*

Kata rahn secara terminologi berarti “penyimpan suatu barang
dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran barang
tersebut”, dengan kata lain adalah “menyimpan suatu barang dengan
hak untuk dijadikan pembayaran barang tersebut”. Rahn merupakan
produk jasa gadai yang berpedoman pada prinsip syariah dan
berdasarkan sistem administrasi yang modern.4:

2. Pendapat Para Ulama

Terdapat beberapa perbedaan makna kata rahn baik dikalangan
ulama maupun tokoh yang dihormati sebagai acuan dalam menafsirkan
suatu transaksi kata dan keterlibatannya, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Pengertian rahn menurut Ulama Hanafiyah adalah: “menjadikan
suatu benda atau barang yang mempunyai nilai menurut pandangan
syara’ sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran atas

piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian ”.

“0Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Syariah” (Yogyakarta: Ekanisa, 2004),
him. 156.

4IMuhammad Thsan Palaloi, Tita A. Kurniawan, “Kemilau Emas”, (Jakarta: Science
Research Foundation, 2006), him. 161.
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Rukun rahn menurut ulama hanafiyah adalah cukup dengan ijab dan
gabul saja, ijab yang dilakukan oleh rahim dan gabul dari pihak
murtahin. Sedangkan syarat rahn dibagi menjadi tiga bagian yaitu:*?

1) Barang yang digadaikan harus berbentuk harta atau Mahrum bih

(utang) yang menjadikan sebab terjadinya rahn.

2) Kaitanya dengan akad, akad tidak boleh ditunda dan disandarkan

pada waktu tertentu, dan mahrum dalam penguasaan murtahin.

3) Orang yang berakad dalam hal ini rahim dan murtahin harus

berakal dan mumaiyiz (anak yang sudah bisa membedakan
sesuatu hal yang baik dan sesuatu yang buruk), karena orang
yang baligh saja tidak menjadi sebab terjadinya akad karena
anak kecil yang mumaiyiz pun bisa melakukan akad dengan izin
dari walinya tersebut.

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Pengertian rahn menurut Ulama Hambali adalah: “karta yang
dijadikan utang yang dapat dilunasi dari harganya jika debitur tidak
dapat membayar utang-utangnya ”.

Rukun rahn menurut Ulama Malikiyyah dibagi menjadi lima bagian
yaitu:

1) Rahin (orang yang menggadaikan)

2) Murtahin (orang yang menerima gadai)

3) Marhum (barang yang digadai)

4) Marhun bih (utang)

5) Sighat (ijab atau gabul)

Sedangakan Ulama Malikiyyah membagikan syarat gadai menjadi

empat bagian yaitu:

“2\Wahbah Az-Zuhaili, “Figih Islam Wa Adillatuhu”, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
him. 200.
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1) Mengharuskan kedua bela pihak yang melakukan akad didalam
hal ini rahin dan murtahin memenuhi keabsahan akad tersebut di
dalam kesepakatan yang mengikat. Apabila satu diantara mereka
terdapat anak yang masih mumaiyiz, maka akad tersebut tetap
sah akan tetapi tidak mengikat kecuali atas izin walinya tersebut.

2) Barang yang digadaikan (marhun) harus barang yang sah untuk
diperjual belikan, bukan barang yang haram atau bukan barang
yang najis.

3) Utang (marhun bih) dari kesepakatan yang sudah sah dan tidak
berubah baik diwaktu itu dan diwaktu yang akan datang.

4) Pada saat melakukan akad didalamnya. tidak boleh menjadikan
syarat yang bertentangan dengan hukum syara’, contohnya
marhun harus dijual juka rahin tidak dapat membayar utangnya
tersebut.*

c. Menurut Ulama Hambali

Pengertian rahn menurut Ulama Hambali adalah: “karta yang
dijadikan utang yang dapat dilunasi dari harganya jika debitur tidak
dapat membayar utang-utangnya ”.**

Rukun rahn menurut Ulama Hambali dibagi menjadi empat bagian

yaitu:

1) Sighat (ijab dan gabul)

2) Akid (pihak yang berakad)

3) Marhun (barang yang digadaikan)

4) Marhun bih (tanggungan utang sebagai ganti dari jaminan

barang)

“Ibid.
*Ibid, him. 201.
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Sedangakan Ulama Hambali membagikan syarat gadai menjadi lima

bagian yaitu:

1) Ada barang yang harus digadaikan

2) Akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu

3) Akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila (junun), dan orang

yang merugi (muflis)

4) Barang yang digadaikan harus sepenuhnya milik rahin

5) Utang (marhun bih) wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Ulama Syafi’iyah

Pengertian rahn menurut Ulama Syafi'iyah adalah: "menjadikan
suatu benda sebagai jaminan atas suatu utang yang dapat dijadikan
pembayaran ketika tidak mampu membayar utang itu".

Rukun rahn menurut Ulama Syafi’iyah pada dasarnya sama dengan
rukun rahn menurut Ulama Hambali, sedangkan syarat rahn menurut
Ulama Syafi’iyah adalah orang yang sah untuk melakuakan kesepakatan
adalah orang berakal dan mumaiyiz.*

3. Macam-Macam Rahn

Rahn dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pada aturan syari’ah
yaitu:

a. Rahn Igrar/Rahn Tasjily

Rahn Igrar memiliki beberapa nama yaitu rahn tasjily, rahn ta'mini,
dan rahn rasmi. Rahn igrar atau yang sering disebut rahn tasjily yang
memiliki arti sebagai gadai dimana suatu benda yang akan digadaikan
(marhun) hanya mengalihkan pemilik benda kepada pihak yang
digadaikan, namun benda yang digadaikan tetap dalam penguasaan dan
masih dapat digadaikan. digunakan oleh orang yang menggadaikan

benda itu.

“*Ibid, him. 202.
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Menurut Fatwa MUI menjelaskan rahn igrar itu sendiri sebagai
jaminan barang dalam bentuk atas hutang, dengan perjanjian yang
diberikan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti kepemilikan
yang sah, sedangkan bentuk barang jaminan itu sendiri (marhun) tetap.
dalam kendali penjamin itu sendiri (rahim). Meminjam dengan
menggadaikan suatu benda untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk
rahn igrar diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:*6

1) Rahin (debitur) memberikan bukti kepemilikan atas barang yang
akan digadaikan kepada kreditur.

2) Penitipan barang yang dijadikan jaminan dalam bukti yang sah
atau sertifikat hak milik tidak mengalihkan kepemilikan barang
yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Apabila terjadi
wanprestasi terhadap perjanjian yang telah diperjanjikan atau
tidak dapat melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan
dapat dijual dengan paksa atau melakukan penjualan langsung
baik secara lelang maupun dijual kepada pihak lain sesuai
dengan prinsip syariah.

3) Debitur menyerahkan kuasanya kepada kreditur untuk menjual
barangnya jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang
diperjanjikan atau menjual barangnya jika tidak dapat membayar
utangnya.

4) Penggunaan barang yang digadaikan oleh kreditur harus dalam
batas kewajaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

5) Kreditur dapat menggunakan biaya pemeliharaan atau
penyimpanan barang atau marhum (berupa bukti kepemilikan

atau sertifikat yang sah) yang menjadi tanggungan debitur.

“Muhammad Hilal Nu’man, “Implementasi Akad Rahn Dalam Lembaga
Keuangan Syariah”, Jurnal Aktualita, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018, him. 619-629.
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6) Biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang tidak boleh
dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

7) Jumlah biaya menurut pengeluaran riil dan pengeluaran lain
berdasarkan akad ijarah (akad pemindahan keuntungan suatu
barang dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan suatu barang).

8) Biaya asuransi pembiayaan rahn tasjily ditanggung oleh
debitur.*’

b. Rahn Hiyazi

Aturan gadai dalam rahn hiyazi sama dengan aturan gadai dalam
sistem common law dan hukum positif. Perbedaan antara rahn igrar dan
rahn hiyazi adalah jika rahn igrar membolehkan hak atas barang yang
digadaikan, sedangkan rahn hiyazi barang yang digadaikan berada
dalam kekuasaan kreditur.

Seperti halnya konsep gadai menurut hukum positif, gadai dapat
bermacam-macam jenisnya antara lain barang bergerak dan barang
tidak bergerak. Jika barang atau benda yang digadaikan merupakan
barang penting, maka pegadaian dapat memperoleh keuntungan dengan
mengeluarkan biaya perawatan dan pemeliharaan.*®
4. Dasar Hukum Rahn Tasjly

Dalam Islam hukum rahn diperbolehkan karena rahn tidak
melanggar aturan yang ada dalam Islam, dan menjadi salah satu akad
mu’amalah, asalkan dilakukan secara benar dengan tuntunan dan
landasan hukum Islam. Dasar hukum Islam yang mengatur tentang rahn
terdapat dalam Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi Muhammad

lainnya. Diantaranya adalah:

“1pid.
“8Rachmat Ayaf’i, “figih Muamalah”, (Bandung: Setia Pustaka, 2003), hlm. 57-60.
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a. Bedasarkan Al-Qur’an, Surah Al-Isra’ Ayat 34

SNepe . Ao B ke, % odof.
D 66 33 B Sy s

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya”.
b. Bedasarkan Al-Qur’an, Surah Al-Bagarah Ayat 283

oA ol 3D Ui Sty of Dgom e Jlap w04 B e 1o 80
e ojiw Lc:\»\jids £1 fuLa Bte 45 Balgl) \j:;i{) NV de 350
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualamah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(paksa saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

c. Bedasarkan Al-Qur’an, Surah An-Nisa Ayat 29
1 g B i 52 0,50 of §) ity (Ko S5l 15 Y 1 skie 5,07 e
o 5 0T 8y e

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang



40

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang bernama Ibnu Abbas
pernah memberitahukan maksud dari ketiga Surah yang terkandung
dalam Al-Qur,an di atas adalah jika seseorang berada dalam perjalanan
kemudian dia berutang sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian
dia tidak mendapatkan seorang penulis pada saat melaksanakan
kesepakatan, atau dia dapat penulis dan tidak ada kertas atupun wadah
untuk menulisnya, atau yang mengutangnya, kemudian Ayat Al-Qur’an
tersebut bisa dijadikan petunjuk atau bukti didalam kesepakatan yang
dia lakukan tersebut.*®

Beberapa Ulama yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw juga
memakai petunjuk atau bukti dengan kepastian maka barang jaminan
tersebut disyariatkan saja pada saat melakukan kesepakatan dalam
perjalanan. Jika dia percaya kepada orang lain dalam melakuakan
jaminan utang ataupun gadai, bahwa orang diberikan kepercayaan itu
harus menjaga dan melakukannya dengan amanah.*

Para Ulama telah sepakat rahn dibolehkan dalam agama Islam, akan
teapi rahn tidak diwajibkan dikarenakan janji tersebut cuma jaminan
jika terjadi antara kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu
dengan yang lainnya. Secara umum terdapat dua jenis sahih hukum rahn

yaitu: sahih dan ghair (fasid). Sahih adalah orang memenuhi syarat,

4Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, “Ringkasan Ibnu Katsir”, (Jakarta: Gema Insani,
1999), him. 469.
S0M. Ali Hasan, “Masail Fighiyah”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), him. 125.
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sedangkan rahn fasid atau ghair sahih adalah orang yang tidak
memenuhi syarat.5*
d. Bedasarkan Hadis

Para Ulama Figh berpendapat bahwa rahn hukumnya dibolehkan
dalam agama Islam, dikarekan terdapat banyak mashlahat dalam
kesepakatan rahn tersebut dalam bentuk menjalin hubungan seseorang
satu dengan yang lainnya. Rahn pertama kali dalam agama Islam adalah
pada saat Nabi Muhammad saw dengan menggadaikan baju besi Nabi
Muhammad saw kenapa orang beragama Yahudi. Sebagaimana yang
terdapat didalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan
imam Muslim dalam Hadis tersebut mengatakan:

Blb (o35i 1 sy e ) o Jsd i3 EJ6 s D oy dasle 22
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“Dari Aisyah r.a berkata: sesungguhnya Nabi saw membeli makanan

dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (H.R.
Bukhari dan Muslim).5?

Lo

a5 855 2isgg UG 53,45 5 (52
“Rasulullah SAW Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju
besi”. (H.R. Bukhori dan Muslim)>3
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SHelmi Karim, “Figih Muamalah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),
him. 29.

%2lmam A-Zahibi, “Mukhtashar Shahih Bukhari”, (Jakarta Timur: ummul Qura,
2018), him 391.

SAkhmad Farroh Hasan, “Figh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer
(Teori dan Praktek)”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), him. 126
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“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan

berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi
kepadanya”. (HR Bukhari dan Muslim)>*

e. Berdasarkan Fatwa MUI

Pinjaman dengan cara bermuammalah suatu barang sebagai jaminan

atas utang itu diperbolenkan dalam rahn dengan sesuatu yang telah

ditentukan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Kreditur berhak menahan barang yang menjadi jaminan sampai
semua utang dari debitur dapat dilunasi.

Barang yang dijadikan jaminan manfaat utang dari barang
tersebut masih menjadi milik debitur. Pada dasarnya barang yang
dijadikan jaminan utang tidak boleh digunakan oleh kreditur
kecuali mendapat izin dari debitur, dengan tidak mengurangi
nilai barang jaminan dan menggunakannya hanya sebagai
pengganti biaya pemeliharaan dan biaya pemeliharaan barang
tersebut.

Pemeliharaan dan penitipanbarang jaminan pada dasarnya
merupakan kewajiban debitur, tetapi dapat juga dilakukan oleh
kreditur, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban
debitur.

Besarnya biaya penyimpanan tidak boleh ditentukan oleh
besarnya utang.

Barang yang dijadikan jaminan dapat dijual dengan ketentuan
sebagai berikut:

a) Jika ada jatuh tempo, kreditur harus memperingatkan debitur

agar sanggup membayar dan melunasi utangnya.

> bid
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b) Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur
dapat menjual dengan paksa atau menjual secara lelang
sesuai dengan syariah.

c) Hasil penjualan barang jaminan dapat digunakan untuk
membayar hutang, biaya pemeliharaan yang belum dibayar
dan biaya penjualan barang tersebut.

d) Apabila ada kelebihan hasil penjualan agunan, maka menjadi
hak debitur dan jika hasil penjualan agunan kurang, maka
menjadi kewajiban debitur sendiri.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan apabila
terjadi perselisihan. antara kedua belah pihak, maka perselisihan
tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila
perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.
Fatwa tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan fatwa tersebut
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam
fatwa tersebut, maka fatwa tersebut akan diubah kembali dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.%®

Muhammad Zuhal Haris, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan
Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XV1I/2019)” (Tesis), Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung tahun 2022, him. 37-38.



BAB TIGA
PENERAPAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang
dimaksud dengan fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda
atas dasar kepercayaan dengan pemberian benda yang hak kepemilikannya
pengalihannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun pemahaman
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud
serta benda tidak berwujud dan tidak bergerak, terutama bangunan yang
tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan (sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) yang
tetapberada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan
hutang-hutang tertentu yang mengutamakan kedudukan penerima fidusia
terhadap kreditur lainnya.%®

Namun fakta hukum yang terjadi pada kasus pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur (pihak bank) tersebut
beberapa kali terjadi, pada saat perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah
pihak dengan pembayaran yang sudah sama-sama disepakati dalam yang
telah waktu ditentukan bersama, namun pada kenyataannya debitur
(masyarakat) setelah perjanjian kredit itu berjalan, ada sebagian dari
beberapa debitur (masyarakat) yang melakukan kejahatan dengan tidak
melakukan pembayaran untuk angsuran kendaraan tersebut, bahkan ada
debitur (masyarakat) yang menjual, menggadaikan, dan menyewakan

kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemberi kredit tersebut.

%Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, “Jaminan Fidusia”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), him. 113.
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Perbuatan tersebut sudah melanggar Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Penerima Fidusia.®’

Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda
yang menjadi benda Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal
23 Ayat 2 di atas adalah:

Sebenarnya ketentuan ini merupakan alternatif, dimana terpenuhinya
salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah
terpenuhi. Unsur-unsur-tindak pidana yang diancam dalam ketentuan ini
antara lain:

1. Mengalihkan objek jaminan fidusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan
mengalinkan adalah memindahkan. Dalam hal 'ini pelaku mengalihkan
kepemilikan hak atas benda dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah
pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tetap dimiliki
dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

2. Menggadaikan jaminan fidusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

gadai adalah menyerahkan barang sebagai agunan atau jaminan utang.
3. Menyewakan benda jaminan fidusia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

menyewa adalah memberi pinjaman sesuatu dengan mengambil uang sewa.

S’Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.



Dengan sewa kemudian penguasaan atas obyek jaminan fidusia beralih
kepada pihak ketiga, objek tersebut tidak lagi berada pada pemberi fidusia.>®

Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia juga diatur dalam pasal
36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang
berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).%®

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, agar pelakunya
dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 36 di atas adalah:
1. Pemberi Fidusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau
korporasi yang memiliki benda obyek Jaminan Fidusia. Pasal ini
memberikan kekhususan bahwa pihak yang dapat melakukan kejahatan
hanyalah fidusia.
2. Mereka yang mengalihkan objek jaminan fidusia, menggadaikan benda
objek jaminan fidusia, atau menyewakan benda jaminan fidusia
Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, yaitu pemenuhan salah satu
perbuatan pada unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.
Unsur tindakan hukuman yang dikenakan pada ketentuan ini antara lain:
1) Mengalihkan objek jaminan fidusia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku mengalihkan

%8Rosiani Niti Pawitri, Budi Setiyanto, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari
Penerima Fidusia (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor:
109/Pid.Sus/2014/Pn.Wat)”, Jurnal Recidive, Vol. 3 Tahun 2014. HIim. 264.

%9pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



kepemilikan hak atas benda dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya
adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tetap
dimiliki dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.
2) Menggadaikan jaminan fidusia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan
gadai adalah menyerahkan barang sebagai agunan atau jaminan utang.
3) Menyewakan benda jaminan fidusia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan
menyewa adalah memberi pinjaman sesuatu dengan mengambil uang
sewa. Dengan sewa kemudian penguasaan atas obyek jaminan fidusia
beralih kepada pihak ketiga, objek tersebut tidak lagi berada pada
pemberi fidusia
3. Tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia
Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu
perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau
lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau
korporasi yang mempunyai piutang. pembayarannya dijamin dengan
Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal artinya
pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak berpijak dalam
beberapa keadaan mereka berkomitmen untuk melakukan sesuatu dalam hal
ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak).
Jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dalam
kedua pasal tersebut mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Kedua
jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya kedua hukuman itu harus

diterapkan pelaku sekaligus dalam putusan hakim®

%Ibid, him. 262-263.



Berdasarkan penjelasan kedua pasal yang diatas sudah sangat jelas
bahwa pengalihan objek jaminan fidusia dilarang menurut Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dengan Jaminan
Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan dimana hak untuk
melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur wanprestasi.
Sebaliknya, selama debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam
akad/perjanjian, maka status benda yang menjadi objek jaminan tidak dapat
diganggu gugat.5*

Berdasarkan hal tersebut, maka eksekusi jaminan fidusia dapat
diartikan sebagai penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang telah
wanprestasi. Dalam praktiknya, kreditur biasanya mengeksekusi jaminan
fidusia karena latar belakang ketidakmampuan debitur untuk memenuhi
kewajibannya yaitu membayar = utangnya kepada kreditur sesuai
kesepakatan.®?

Ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia diatur dalam Pasal
29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. Selanjutnya, yang mendasari ketentuan Pasal 29 Undang-

Undang Jaminan Fidusia terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh

8mron Rosyadi, "Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek
Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)", (Jakarta: Kencana, 2017) him. 174.

82Amran Suadi, "Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syari'ah”, (Jakarta: Kencana, 2019), him. 174.



penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia
apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, yang meliputi:
a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial Oleh Penerima Fidusia

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan
eksekutif” adalah dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui
pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. untuk
melaksanakan keputusan tersebut.53

Oleh karena itu, yang mendasari ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, akta jaminan fidusia yang memuat
irahirah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG
MAHA ESA” berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga dapat
dieksekusi dan penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek
jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.®4

b. Penjualan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Atas

Kewenangan Penerima Fidusia Sendiri Melalui Pelelangan Umum

Dan Menagih Pelunasan Piutang Dari Hasil Penjualan.

Eksekusi benda jaminan fidusia dengan cara menjual benda jaminan
atas kewenangannya sendiri dikenal dengan eksekusi parate. Ketentuan
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan
landasan hukum bagi penerima fidusia untuk melakukan penjualan benda
jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan selanjutnya uang hasil
penjualan dalam lelang tersebut dibawa ke membayar dan melunasi hutang

debitur. Pelaksanaan penjualan melalui lelang dilakukan dengan mengacu

83pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.

84Amran Suadi, "Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syari‘ah”,..., him. 174-175.



pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan
pelelangan umum harus mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan.
c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima fidusia apabila dengan cara demikian dapat
diperoleh harga setinggi-tingginya yang menguntungkan para pihak.
Penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia
dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Bagi
penerima fidusia diuntungkan dengan proses penjualan benda jaminan tidak
memakan waktu lama dan berbelit-belit, sedangkan keuntungan bagi
penerima fidusia adalah apabila obyek jaminan fidusia diperbolehkan dijual
dengan harga yang tinggi sehingga pemberi fidusia dapat melunasi utangnya
kepada penerima fidusia dan masih menerima sisa hasil penjualan.
Pelaksanaan dengan cara penjualan di bawah tangan dilakukan
setelah lewat waktu 1 bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh
pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan
diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar yang tersebar di
daerah tersebut.®®
Penjualan yang dilakukan di bawah tangan memiliki beberapa
keuntungan, antara lain: (1) dapat memangkas biaya yang harus dikeluarkan
jika eksekusi dilakukan dengan cara eksekusi atau melalui perantara
pengadilan; (2) harganya bisa lebih tinggi dari pada dijual secara lelang

melalui eksekusi atau melalui pengadilan; (3) proses pelaksanaan lebih

8pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.



cepat karena tidak melalui tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan; dan (4) penyelesaian akad/perjanjian pokok
lebih cepat dibandingkan dengan penjualan obyek agunan melalui eksekusi,
mengingat jaminan fidusia merupakan akad/perjanjian tambahan dari suatu
kontrak pembiayaan atau hutang piutang sebagai akad pokok.%®

Ketiga cara eksekusi objek jaminan fidusia di atas adalah cara
alternatif yang dapat dijadikan pilihan bagi pemegang jaminan kebendaan,
khususnya jaminan fidusia untuk melunasi utang debitur apabila yang
bersangkutan wanprestasi. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi, pemberi
fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyerahan objek jaminan fidusia
kepada penerima fidusia sangat erat kaitannya dengan syarat pelaksanaan
melalui lelang umum pada Kantor Pelayanan dan Lelang Kekayaan Negara
(KPKNL). Apabila objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak berada
dalam kekuasaan pemegang fidusia, maka hal tersebut tidak memenubhi
syarat sehingga tidak mungkin dilakukan lelang di muka umum.®’

Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi, maka penerima
fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
bahkan bila perlu ia dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib,
dalam hal ini polisi atau pengadilan. Ketentuan mengenai kewenangan
kepolisian dalam mengamankan proses eksekusi dan objek yang akan
dieksekusi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

(Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan

%Imron Rosyadi, "Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek
Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)", ..., him. 186.

8Amran Suadi, "Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syari'ah",..., him. 178.



Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Kapolri Nomor 8 Tahun
2011, yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi adalah tindakan
kepolisian dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan bagi
pelaksana, pemohon eksekusi, pelaksana eksekusi. termohon (dieksekusi)
pada saat eksekusi dilakukan.®®

Dengan adanya Peraturan Kapolri ini, diharapkan tidak ada lagi
penarikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan cara-cara
yang melanggar aturan, seperti penarikan paksa oleh debt collector, preman,
dan sebagainya. Peraturan Kapolri ini memposisikan institusi kepolisian
(Polri) berada di tengah-tengah antara pemberi fidusia (debitur) dan
penerima fidusia (kreditur) yang dimaksudkan agar debitur terhindar dari
paksaan dan penyalahgunaan debt collector dalam menagih utangnya,
sebaliknya kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang tidak membayar
utangnya secara berlarut-larut.5°

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ada 2
kemungkinan yang dapat ditemui setelah eksekusi dilakukan. Pertama, hasil
eksekusi melebihi nilai jaminan; dan kedua, hasil eksekusi tidak cukup
untuk melunasi utang debitur. Untuk itu, Undang-undang Jaminan Fidusia
telah mengantisipasi keadaan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam
ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia yang berbunyi:

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia
wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur
wajib bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.”

%penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.

8Amran Suadi, "Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syari‘ah”,..., him. 180.

"Opasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan jaminan menurut ketentuan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa kreditur
atau penerima fidusia berhak langsung untuk mengeksekusi objek jaminan
fidusia setelah mendaftarkan jaminan fidusia yang dibuktikan dengan
adanya sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat
jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutif yang setara dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde). Dengan demikian, kKkreditur hanya perlu berpedoman pada
sertifikat jaminan fidusia untuk melakukan eksekusi tanpa mengajukan
permohonan ke pengadilan (fiat court).”*

Menurut Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik>"?

Asas itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang
dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma ketaatan
dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan
sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan
Asas itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang
terletak pada sikap batin seseorang. Dalam hukum, itikad baik biasanya
diartikan sebagai kejujuran.”

Prinsip itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 Ayat 3
KUHPerdata dapat dibuat pedoman untuk menerapkan ajaran
penyalahgunaan keadaan. pelayahgunaan keadaan tidak hanya terkait

dengan isi perjanjian, tetapi terkait dengan apa yang terjadi saat lahir

"pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.

"2Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

SArif Pratama, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris di
Yogyakarta”, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019. him. 6-7.



kesepakatan, yaitu penyalahgunaan keadaan menyebabkan pernyataan
kehendak dan dengan sendirinya persetujuan dari salah satu pihak tanpa
dengan disabilitas.”

"4HP. Panggabean, “Penyalahgunaa Keadaan (Misbruik van Omstandingen sebagai
Alasan (baru) dalam Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Belanda dan
Indonesia)”, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 20-21.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fakta hukum terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa
sepengetahuan kreditur pernah terjadi beberapa kali, ada sebagian dari
beberapa masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak
melakukan pembayaran untuk angsuran kendaraan tersebut, bahkan ada
debitur (masyarakat) yang menjual, menggadaikan, dan menyewakan
kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemberi kredit. Perbuatan
masyarakat tersebut telah melanggar Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 36
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang
melarang pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia kepada
pihak lain® tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima
fidusia, perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

2. Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan dimana hak untuk
melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur wanprestasi.
Kreditur biasanya mengeksekusi jaminan fidusia karena latar belakang
ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya yaitu
membayar utangnya kepada kreditur sesuai kesepakatan. Yang dimana
hal tersebut sesuai dengan asas itikad baik dalam arti objektif, bahwa
suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan
norma-norma ketaatan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu

harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah
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satu pihak. Yang dimana asas tersebut telah diatur dalam Pasal 1338
ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

B. Saran

1.

Perlu adanya kesadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan
fidusia agar kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisir dalam suatu perjanjian
fidusia, misalnya dengan membuat perjanjian tentang pengawasan
objek fidusia.

Debitur tidak boleh melakukan wanprestasi, salah satunya dengan tidak
mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur pada
dasarnya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia.
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